
WALIKOTA PALEMBANG 

PROVINSI SUMATERA SELATAN 

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG 

NOMOR 2f TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG 
NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN 

PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 
PALEMBANG BARI 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALEMBANG, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat 6
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, telah ditetapkan
Peraturan Walikota Palembang Nomor 10 Tahun 2021
tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Palembang
BARI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota
Palembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Palembang Nomor 10 Tahun 2021
tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Palembang
BARI;

b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Direktur
Jendral Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia Nomor: HK.02.02/1/3065/2021 tentang
Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Diagnostic Test
Antigen (RDT-Ag), maka perlu dilakukan perubahan dan
penyesuaian terhadap Peraturan W alikota Palembang
Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Kesehatan
Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah Palembang BARI sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Walikota Palembang Nomor 20 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palembang
Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Kesehatan
Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah Palembang BARI;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Walikota Palembang Nomor 10 Tahun 2021
tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Palembang
BARI;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, 
Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor ..... 



Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5063); 

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 
Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia 
Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
812/MENKES/PER/VII/2010 tentang Penyelenggaraan 
Pelayanan Dialisis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2013
tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1559); 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015
tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2016
tentang Standar Pelayanan Elektromedik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1995);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016
tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah
Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 49); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

13. Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tarif
Layanan Kesehatan Pada Layanan Umum Daerah Rumah
Sakit Umum Daerah Palembang BARI (Berita Daerah Kota

Palembang ..... 



Palembang Tahun 2021 Nomor 10), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Walikota Palembang Nomor 20 
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota 
Palembang Nomor 10 Tahun 2021 ten tang Tarif Layanan 
Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah 
Sakit Umum Daerah Palembang BARI (Berita Daerah Kota 
Palembang Tahun 2021 Nomor 20); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA 
ATAS PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 10 
TAHUN 2021 TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA 
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM 
DAERAH PALEMBANG BARI. 

Pasal I 

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Walikota Palembang 
Nomor 10 Tahun 2021 ten tang Tarif Layanan Kesehatan Pada 
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah 
Palembang BARI (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2021 
Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Walikota Palembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 10 
Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan 
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah 
Palembang BARI (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2021 
Nomor 20) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran Peraturan W alikota ini. 

Pasal II 

Peraturan W alikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan W alikota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Palembang. 

i Palembang 
l 3 Orf'z>ber 2021

MBANG, 

0 

Diundangkan di Palembang 
pad tanggal \3 ottnloer 2021 

ETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG, 

RAT �l 
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